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ABSTRAK 

 

 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM 

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA LABUHAN KURIS 

KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA 

( Studi Di Desa Labuhan Kuris  Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa) 

Oleh 

Dimas Aldi Saputra 

NIM. 218110079 

 

 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislative di tingkat 

Desa sekaligus wakil dari masyarakat Desa diberikan kewenangan penuh untuk 

menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan 

terhadap pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat 

Desa.BPD diharapkan menjadi wadah menampung aspirasi bagi masyarakat Desa 

untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam 

pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa, berperan aktif dalam hal 

pelaksanaan tugas dan fungsinya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahuai peran BPD Desa Labuhan Kuris Kecamatan lape  Kabupaten 

Sumbawa dalam pembentukan peraturan Desa. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Analisa data pada penelitian yang bersifat kualitatif 

berlandasan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam 

menginterprestasikan data tentang variable, bersifat non-kulitatif dan dimaksudkan 

untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi 

masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Cara yang 

dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi adalah dengan 

keterbukaan BPD dengan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini juga 

menghasilkan sebuah data bahwa dalam menjalankan peranya BPD Desa Labuhan 

Kuris sudah dilaksanakan denganbaik dengan dibuktikan dengan terlaksananya 

aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap pemdes, dan membuat kebijakan. Faktor 

yang mempengaruhi kinerja BPD Desa Labuhan Kuris terdiri dari dua faktor yaitu 

faktor pendukung seperti tingkat pendidikan, masyarakat dan pola hubungan kerja 

antara BPD dengan pemerintahan desa, sedangkan faktor penghambat adalah 

anggaran yang masih kurang. 

 

Kata Kunci : Masyarakat, Pemerintah Desa, Pembentukan Peraturan Desa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sebuah Negara merupakan proses perubahan yang 

berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. 

Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan 

yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk 

melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

Menurut Bakar (2015:2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pekerjaan pemerintah 

daerahnya sendiri  dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu negara 

kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemberian otonomi seluas-luasnya, 

daerah diharapkan mampu melakukan pembangunan untuk meningkatkan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan berusaha, akses dan 

kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Kebijakan desentralisasi 

selanjutnya mengatur pembagian kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah.   

Menurut Bakar (2015:12), menurut Pasal 344 (1) UU Pemerintahan 

Daerah No.23 tahun 2014, pemerintah daerah memberikan pelayanan publik 

berdasarkan pekerjaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 
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Kewajiban untuk mengamankan. Oleh karena itu, sebagai syarat dasar, semua 

pemerintah daerah harus mengetahui jenis pelayanan publik yang disediakan 

oleh masyarakat setempat, bagaimana mengaksesnya, serta prosedur dan biaya 

untuk memperoleh pelayanan publik tersebut. Penyediaan pelayanan publik 

tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh positif terhadap proses pembangunan desa.   

Pemerintah desa adalah sebutan lain dari perangkat desa, sebagai kepala 

desa, atau sebagai lembaga pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah 

penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang disebut 

musyawarah antara dewan desa, atau bagian dari dewan desa, pemerintah desa, 

dan masyarakat yang diselenggarakan oleh dewan desa.      

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk 

membangun desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Bagi sebagian 

besar perangkat desa, otonomi yang diberikan oleh undang-undang desa 

merupakan peluang baru untuk membuka ruang kreatif bagi perangkat desa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kontrol pemerintah kabupaten 

terhadap pengembangan program-program pembangunan di tingkat desa kini 

semakin berkurang, dan program-program yang dibuat benar-benar responsif 

terhadap keadaan dan kebutuhan masyarakat desa.  

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa dicapai 

melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini 
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bertindak sebagai badan pengambil keputusan politik dan mengawasi 

pelaksanaan kebijakan desa berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 

2014  dan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD)  Republik Indonesia sebagai aturan. .. Negara hukum atau rule of law 

tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat dari perspektif negara 

kesejahteraan, tetapi juga mengutamakan pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.   

Menurut Widjaja (2010: 248), penekanan ini memberi desa kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya 

sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat, membuka peluang pertumbuhan, 

kebutuhan dan masyarakat. Fasilitas sosial sesuai dengan kondisi budaya. 

Setiap kotamadya merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat.     

Pemerintah Desa merupakan aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa( BPD). Pemerintah 

Desa ialah instansi administrator Desa serta Badan Permusyawaratan Dusun( 

BPD) selaku instansi legeslatif Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa 

serta Perangkat Desa. Perangkat Desa bekerja guna menolong kemampuan 

Kepala Desa dalam melakukan kewajiban- kewajiban serta fungsi- fungsi 

Pemerintah Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa serta Perangkat 

Desa yang lain. Bersama Perangkat Desa, Kepala Desa selaku pimpinan bentuk 

Pemerintah Desa mempunyai andil yang penting dalam pengurusan cara social 

dalam warga sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa selaku kreator 
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kebijaksanaan serta pengawas penerapan kibijakan Desa. Badan 

Permusyawaratan Desa( BPD) berperan memutuskan peraturan Desa bersama 

Kepala Desa, menampung serta menyalurkan harapan warga, Alexander Abe( 

2001: 25). 

  Kewajiban penting yang wajib diemban Pemerintah Desa merupakan 

gimana menghasilkan kehidupan demokratik, membagikan pelayanan social 

yang bagus sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang aman, 

rasa tentram, serta berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut guna lebih menguasai 

apa yang jadi keinginan dari warganya yang terdiri dari bermacam susunan. 

Maksudnya, kalau pemerintah dalam pemerintahannya serta dalam pembuatan 

kebijaksanaan, dituntut guna mengaitkan semua faktor warga untuk mengetahui 

secara langsung sejauh mana, semacam apa situasi serta apa yang sebetulnya 

jadi keinginan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak 

terpisahkan dari penyelenggaraan Koordinasi yang baik dampingi Aparatur 

Desa. 

Pemograman pembangunan Desa merupakan suatu yang amat berarti, 

sebab dari pemograman pembangunan inilah arah pembangunan Desa 

didetetapkan. Sebab itu telah jadi kewajiban pemerintahan Desa guna 

menampung harapan warga dalam pemograman pembangunan Desa. Harapan 

warga bisa tertampung dengan metode mengaitkan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam pemograman pembangunan itu. Sebab pada dasarnya 

merekalah yang menampung serta menyalurkan harapan warga yang 

diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan alat untuk 
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Kantor Kepala Desa di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten 

Sumbawa serta warga untuk merancang pembangunan Desanya. di mari 

diperlukan prakarsa serta swadaya warga untuk turut dan dalam merancang 

pembangunan di Desanya sendiri. Berarti warga bisa dibilang wajib ikut serta 

serta sebagai subjek dalam pemograman pembangunan di Desanya. 

Sebagai poin pembangunan pastinya masyarakat warga seharusnya telah 

dilibatkan guna memastikan pemograman pembangunan cocok dengan 

keinginan objektif warga yang terlibat. Dalam arti kalau pemograman 

pembangunan yang hendak dilaksanakan bisa memegang langsung keinginan 

warga alhasil program pemograman pembangunan Dusun yang hendak 

dicanangkan, warga bisa ikut serta seoptimal mungkin. Gagasan pembangunan 

wajib bersumber pada pada kebutuhan warga Desa dalam penuhi kebutuhannya 

yang mendukung kepada pembangunan nasional. Gagasan pembangunan Desa 

begitu inilah yang hendak ditampung dalam Badan Permusyawaratan Dusun 

(BPD) serta hendak dimufakatkan bersama dalam konferensi pembangunan 

Desa alhasil bisa direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan warga. 

Hal ini pada kesimpulannya akan meningkatkan prakarsa serta swadaya warga 

dan kesertaan aktif esoknya pada disaat penerapan pembangunan Desa. Oleh 

sebab itu, pemograman pembangunan Desa akan dilaksanakan pada konferensi 

pembangunan Desa antara pemerintah. Dalam perihal ini, pemerintah Desa 

serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan guna menampung serta 

menuangkan harapan warga dalam penuhi keinginan hidup serta 

penghidupannya. Oleh sebab itu yang jadi perkara dalam perihal ini merupakan 
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apakah BPD betul- betul sudah melakukan peranannya dalam penentuan 

peraturan serta pemograman pembangunan Dusun sesuai dengan yang sudah 

disetujui bersama 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan instansi legislasi serta 

pengawasan dalam hal penerapan peraturan Desa, Perhitungan Pemasukan serta 

biaya Desa serta ketetapan Kepala peraturan Desa, Perhitungan Pemasukan 

serta Berbelanja Desa serta ketetapan Kepala Desa. BPD berada setingkat serta 

jadi kawan kerja Penguasa Desa. Koordinasi antara Kepala Desa serta Badan 

Permusyawaratan Desa. Pertama, ikatan kekuasaan maksudnya dalam 

melakukan ikatan itu pihak awal memahami pihak kedua. kedua, ikatan sub 

koordinasi maksudnya dalam melakukan ikatan itu pihak kedua memahami 

pihak pertama, ataupun pihak kedua dengan terencana menaruh diri angkat 

tangan pada keinginan pihak pertama. Ketiga, ikatan kemitraan maksudnya 

pihak awal serta kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada keyakinan, 

kerjasama serta silih menghormati.  

Kepala Desa dalam melakukan kewajiban pembangunan serta 

penyelenggaraan pelayanan pada warga wajib betul- betul mencermati 

hubungan kemitraan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu 

sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti 

kalau dalam melakukan tugas pembangunan ataupun pemberian pelayanan pada 

warga, seluruh aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris 

Desa, serta Badan Perwakilan Dusun wajib betul- betul menguasai kapasitas 

yang jadi wewenang ataupun tugasnya masing- masing. Alhasil dalam 
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melakukan pengelolaan Pemerintahan Desa seluruh aparatur penguasa Desa 

dalam hubungannya bisa bersinergi serta berkolaborasi dengan baik serta pas 

dalam tingkatkan pengelolaan Pemerintahan Desa yang handal serta akuntabel. 

Dalam pengelolaan pemerintahan Desa, di Indonesia memanglah kerapkali 

hadapi persoalan- persoalan yang mencuat terpaut dengan ikatan itu, semacam 

perihalnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD di Desa Labuhan Kuris 

Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. Sepanjang ini koordinasi antara Kepala 

Desa serta Tubuh Permusyawaratan Desa( BPD) di Desa Labuhan Kuris 

Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa terjalin lumayan bagus. Tetapi terdapat 

sebagian hal yang jadi permasalahan dalam koordinasi antara Kepala Desa serta 

BPD di Desa itu. Koordinasi antara BPD serta Kepala Desa Labuhan Kuris 

dalam proses- proses itu membuktikan terdapatnya ketergantungan yang begitu 

besar dari Kepala Desa atas persetujuan yang diserahkan oleh BPD. Dimana 

BPD di Labuhan Kuris cuma berbentuk instansi yang menyetujui, kurang 

berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban serta tugasnya, apalagi 

persetujuan itu tidak sempat dilakukan alhasil kerapkali kondisi begitu 

memunculkan ketidaksinkronan antara BPD dengan Kepala Desa..  

Bersumber pada penjelasan serta paparan di atas kelihatan kalau 

perancangan dalam membangun Desa merupakan suatu yang amat berarti. 

Tidak terlepas pula dari mutu kemampuan dari aparatur pemerintah Desa itu 

sendiri guna menciptakan serta menanamkan keyakinan di warga. Sebab telah 

jadi keharusan pemerintah Desa utuk menampung harapan warga dengan 

metode menyertakan BPD dalam pengawasan pembangunan Desa. BPD selaku 
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poin pengawas dalam pemerintah Desa jadi salah satu alat untuk warga guna 

memantau pemerintahan Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD kepada 

aparatur pemerintah Desa akan jadi tolak ukur kesuksesan dalam keberhasilan 

pembangunan Desa. Hal ini pada akhirnya bakal meningkatkan prakarsa serta 

swadaya warga dan turut aktif dalam menolong BPD dalam memantau aparatur 

pemerintah Desa. 

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti menemukan sebagian kasus yang 

ditemui dalam hal peranan BPD dalam Kategorisasi Peraturan Desa di Labuhan 

Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, semacam Lemahnya 

komunikasi serta koordinasi, keterbatasan perhitungan operasional BPD, 

rendahnya keikutsertaan warga, hambatan yuridis dan hambatan politis. Alhasil 

tidak hanya jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa( BPD), badan BPD pula 

memiliki pekerjaan diluar selaku anggota BPD. Alhasil tidak terdapat anggota 

BPD untuk mempertimbangkan kebutuhan warga Desa seluruhnya serta 

mengkoordinasikannya pada Kepala Desa ataupun Perangkat Desa. 

Ada sebagian aspek yang menimbulkan BPD serta Kepala Desa di 

Dusun Labuhan Kuris kerap terperangkap dalam perbandingan serta 

perselisihan yang cenderung pada terbentuknya pertikaian, antara lain yaitu 

Perkara terkait dengan sistem kemitraan. yang dibentuk antara Kepala Desa 

dengan BPD serta sistem ikatan antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa 

akan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada perkara 

pembangunan Desa jauh dari kesejahteraan. Supaya sebagian perkara hal ikatan 

antara Kades, Sekdes, serta pula BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
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Desa butuh dicarikan bentuk kemitraan ikatan yang pas. Untuk itu dalam kajian 

ini hendak dicoba Penelitian mendalam di Desa Labuhan Kuris Kecamatan 

Lape Kabupaten Sumbawa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Peneliti tertarik untuk 

melakukan Penelitian Proposal dengan judul "Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa 

Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa ". 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Beberapa permasalahan di atas perlu kiranya untuk dicermati dalam 

pelaksanaan di lapangan, karena seringkali hal-hal tersebut menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu Peneliti 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan 

peraturan Desa di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten 

Sumbawa? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam pembuatan peraturan Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape 

Kabupaten Sumbawa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

Penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape 

Kabupaten Sumbawa. 

2. Ingin mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran dari 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan Desa di 

Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannyaPenelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1.4.1. Manfaat teoritis 

1) Diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk 

menjadi bahan kajian Ilmu Pengetahuan khususnya dalam 

pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi dan 

peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam berjalannya 

peraturan Desa. 

2) Sebagai bahan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam proses 

pengambilan keputusan dalam hal peraturan Desa (Perdes). 
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1.4.2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Mataram. 

1.4.3. Secara Akademik 

Proposal ini memberikan manfaat bagi Peneliti dalam mengembangkan 

wacana terutama dalam peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam penyusunan peraturan Desa (Perdes). 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali 

informasi dari penulis-penulis sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik 

mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu Penulis juga 

menggali informasi dari beberapa buku, jurnal maupun skripsi dan paper dalam 

rangka mendapat teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai 

landasan toeri ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan. 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil Penulisan terdahulu 

tentang persoalan yang dikaji dalam Penulisan. Hasil-hasil Penulisan terdahulu 

antara lain: 

Skripsi dari R. Dipo Prasetyo Wibowo (2004) yang berjudul “Peran 

Badan Perwakilan Desa (BAPERDes) dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan Desa yang baik (studi Penulisan di Desa Sure Kecamatan Kuto 

Arjo Kabupaten Purworejo).” Hasil kesimpulan dari Penulisan ini menyatakan 

bahwa pemerintah yang baik dalam Penulisan ini ditujukan dari adanya peran 

BAPERDes meliputi perannya dalam menjalankan fungsi mengayomi dan 

melestarikan adat istiadat, politik, artikulasi, cheks and balance dan legislator 

akan tetapi tidak menjelaskan mengenai fungsi BPD sebagai mitra pemerintah 

Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa itu tidak dijabarkan 

sama sekali di dalam skripsi ini. 
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Skripsi dari Sugiyo (2015) yang berjudul “Peran Badan Perwakilan Desa 

(BPD) dalam meningkatkan sikap Demokrasi Desa”. Hasil kesimpulan dari 

Penulisan ini menyatakan bahwa pertama BPD berperan dalam peningkatan 

sikap positif. Kedua, sikap positif masyarakat ditujukan dengan pengakuan 

mayoritas responden terhadap peran BPD sebagai wakil warga ditingkat Desa, 

dan persetujuan BPD sebagai alat legitimasi berlakunya peraturan Desa. Ketiga 

adanya BPD menjadi inspirasi warga untuk berlaku Demokrasi, berani 

berpendapat dalam forum musyawarah atau rapat serta berani berkompetisi 

secara bebas sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, masih ada bagian 

masyarakat yang bersifat negative terhadap peran BPD di Desa Natah. Kelima, 

bahwa Kepala Desa belum mampu memberikan LPJ tahunan tepat waktu 

kepada BPD akan tetapi tidak menjelaskan mengenai peran BPD sebagai mitra 

pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa, itu tidak 

dijabaran sama sekali dan subjeknya pun berbeda di dalam skripsi ini. 

Tesis dari Ali Fauzan, SH.i (2016) yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa terkait dengan peran 

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan 

Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Berebes.” Hasil  kesimpulan dari 

Penulisan ini menyatakan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi 

yaitu peroses pembuatan-pembuatan Desa telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada, namun fungsi legislasi BPD belum dapat 

berjalan secara maksimal hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensifnya 

BPD di Kecamatan Wonosari dalam membingkai peraturan-peraturan yang 
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masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak 

tertulis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

yakni secara internal dan eksternal. 

Skripsi dari ACHMAD SYAUKANI ABDHY (2016) yang berjudul 

Peran Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa 

Pitusunggu Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, hasil 

Penulisan yang disimpulkan adalah Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan 

Desa Pitusunggu, muncul berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor 

yang berpengaruh dalam pembuatan Peraturan Desa No 1 Tahun 2015 tentang 

APBD Desa Pitusunggu yaitu rekrutmen anggota BPD yang dipilih langsung 

dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, serta masyarakat dan social budaya 

juga merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa, 

Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan 

peraturan Desa dan Keadaan social budaya yang masih kental akan 

penghargaan membuat perdebatan yang alot dalam pembuatan aturan bisa 

terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan 

Pertauran Desa yaitu kurangnya kordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD 

Desa Pitusunggu serta lambannya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten 

Pangkajene dan kepulauan yang menyebabkan Peraturan Desa No 1 Tahun 

2015 Tentang 111 APBD Desa lama dalam tahap pengesahan, pengundangan 

dan penyebarluasan. Akan tetapi tidak menjelaskan mengenai peran BPD 

sebagai mitra pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan 
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Desa, itu tidak dijabaran sama sekali dan subjeknya pun berbeda di dalam 

skripsi ini. 

Skripsi dari Suyatmi (2012) yang berjudul Peran Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa 

(Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar). 

Kesimpulannya Bentuk lembaga kemasyarakatan Desa ini sesuai kebutuhan 

Desa. Hasil Wawancara dengan Ibu Parti sebagai tokoh PKK di Desa 

Pablengan, menyatakan “Dulu BPD adalah badan perwakilan dan cara 

pemilihannya dari dusun ke dusun, sehingga masyarakat terjun langsung 

memilih langsung yang dijadikan sebagai ketua BPD yang proposional dan 

kreatif”. Untuk memperjelas pergantian Badan Perwakilan Desa (BPD) 

menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam UU RI Nomor 

32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Karanganyar.  

Dari beberapa Penulisan yang relevan di atas, Penulis menganggap 

bahwa Penulis tersebut masih berfokus dalam ranah birokrasi dalam artian 

bahwa Penulis hanya dilingkup pelaksanaan teknis. Pengkajian terhadap 

masalah tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dalam memahami dan 

memecahkan permasalahan mengenai proses peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) dalam menentukan Peraturan Desa. Rencana Penulisan ini akan 

berbeda karena akan menyinggung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam penetapan Peraturan Desa di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape 
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Kabupaten Sumbawa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada dalam peran dan fungsinya. Berangkat dari sinilah 

kemudian penulis melakukan rencana Penulisan mengenai peran Badan 

Permusayawaratan Desa (BPD) dalam penetapan peraturan Desa di Desa 

Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar yang merupakan 

masalah krusial yang harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan benar. 

Tabel 2.1:  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1. R. Dipo 

Prasetyo 

Wibowo 

(2014) 

Peran Badan Perwakilan 

Desa (BAPERDes) dalam 

rangka mewujudkan 

pemerintahan Desa yang 

baik (studi Penulisan di 

Desa Sure Kecamatan 

Kuto Arjo Kabupaten 

Purworejo) 

bahwa pemerintah yang 

baik dalam Penulisan ini 

ditujukan dari adanya 

peran BAPERDes 

meliputi perannya dalam 

menjalankan fungsi 

mengayomi dan 

melestarikan adat istiadat, 

politik, artikulasi, cheks 

and balance dan legislator 

2 Sugiyo, 

2015 

Peran Badan Perwakilan 

Desa (BPD) dalam 

meningkatkan sikap 

Demokrasi Desa 

pertama BPD berperan 

dalam peningkatan sikap 

positif. Kedua, sikap 

positif masyarakat 

ditujukan dengan 

pengakuan mayoritas 

responden terhadap peran 

BPD sebagai wakil warga 

ditingkat Desa, dan 

persetujuan BPD sebagai 

alat legitimasi berlakunya 

peraturan Desa. Ketiga 

adanya BPD menjadi 

inspirasi warga untuk 

berlaku Demokrasi, berani 

berpendapat dalam forum 

musyawarah atau rapat 

serta berani berkompetisi 

secara bebas sesuai 

peraturan yang berlaku. 
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Keempat, masih ada 

bagian masyarakat yang 

bersifat negative terhadap 

peran BPD di Desa Natah. 

Kelima, bahwa Kepala 

Desa belum mampu 

mempu memberikan LPJ 

tahunan tepat waktu 

kepada BPD 

3 Ali Fauzan, 

SH.i, 2016 

Implementasi Peraturan 

Pemerintah No. 72 tahun 

2005 tentang Desa terkait 

dengan peran Badan 

Permusyawaratan Desa 

dalam penyusunan dan 

penetapan peraturan Desa 

di Kecamatan Wanasari 

Kabupaten Berebes.”  

bahwa BPD dalam 

melaksanakan fungsi 

legislasi yaitu peroses 

pembuatan pembuatan 

Desa telah sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan yang ada, 

namun fungsi legislasi 

BPD belum dapat berjalan 

secara maksimal hal ini 

ditunjukkan dengan 

kurang komprehensifnya 

BPD di Kecamata 

Wonosari dalam 

membingkai peraturan-

peraturan yang masih 

bersifat konvensional atau 

kebiasaan kedalam bentuk 

peraturan tidak tertulis. 

4 Achmad 

Syaukani 

Abdhy 

(2016) 

Peran Badan 

Permusyawaratan (BPD) 

Dalam Pembuatan 

Peraturan Desa 

Pitusunggu Kecamatan 

Ma’rang Kabupaten 

Pangkajene dan 

Kepulauan”,  

Peran BPD dalam 

Pembuatan Peraturan Desa 

Pitusunggu , muncul 

berbagai faktor yang 

berpengaruh, adapun 

faktor yang berpengaruh 

dalam pembuatan 

Peraturan Desa No 1 

Tahun 2015 tentang 

APBD Desa Pitusunggu 

yaitu rekruitmen anggota 

BPD yang dipilih langsung 

dari tokoh masyarakat 

yang berpengaruh ,serta 

masyarakat dan social 

budaya juga merupakan 

faktor pendukung BPD 

dalam pembuatan 
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peraturan Desa, Karena 

masyarakat memberi 

dukungan kepada BPD 

dalam pembuatan 

peraturan Desa dan 

Keadan social budaya 

yang masih kental akan 

penghargaan membuat 

perdebatan yang alot 

dalam pembuatan aturan 

bisa terhindarkan. 

Sedangkan yang menjadi 

faktor penghambat 

pembuatan Pertauran Desa 

yaitu kurangnya kordinasi 

antara Pemerintah Desa 

dan BPD Desa Pitusunggu 

serta lambannya evaluasi 

dari Pemerintah 

Kabupaten Pangkajene 

dan kepulauan yang 

menyebabkan Peraturan 

Desa No 1 Tahun 2015 

Tentang 111 APBD Desa 

lama dalam tahap 

pengesahan , 

pengundangan dan 

penyebarluasan. 

5 Suyatmi 

(2012) 

Peran Badan 

Permusyawaratan Desa 

Dalam Penyusunan dan 

Penetapan Peraturan Desa 

(Studi Kasus di Desa 

Pablengan Kecamatan 

Matesih Kabupaten 

Karanganyar).. 

 

Bentuk lembaga 

kemasyarakatan Desa ini 

sesuai kebutuhan Desa. 

Hasil Wawancara dengan 

Ibu Parti sebagai tokoh 

PKK di Desa Pablengan, 

menyatakan “Dulu BPD 

adalah badan perwakilan 

dan cara pemilihannya dari 

dusun ke dusun, sehingga 

masyarakat terjun 

langsung memilih 

langsung yang dijadikan 

sebagai ketua BPD yang 

proposional dan kreatif”. 

untuk memperjelas 

pergantian Badan 

Perwakilan Desa (BPD) 
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menjadi Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) tercantum dalam 

UU RI Nomor 32 Tahun 

2003 tentang 

Pemerintahan Desa dan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar 

Nomor 25 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan 

Pembentukan Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) di Kabupaten 

Karanganyar 

 

2.2. Peran 

2.2.1 Definisi Peran  

Peran bagi Soerjono Soekanto( 2009, 212) merupakan cara 

dinamis kedudukan( status). Bila seorang melakukan hak serta 

kewajibannya cocok dengan perannya, ia melaksanakan sesuatu 

peranan. Perbandingan antara peran dengan peranan merupakan guna 

kebutuhan ilmu wawasan. Keduanya tidak bisa dipisah- pisahkan sebab 

yang satu terkait pada yang lain serta kebalikannya. 

Ada pula tipe- tipe kedudukan bersumber pada pelaksanaanya 

seperti yang di kemukakan Nurwako serta Suyanto( 2014: 106) kalau 

ada macam- macam peran bersumber pada penerapan peran. Ada pula 

tipe peran baginya yaitu: 
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a. Peran yang diharapkan  (expected roler) 

Ialah sesuatu kedudukan seorang yang diharapkan 

dilaksanakan dengan cara cermat yang tidak bisa ditawar serta mesti 

dilaksanakan sesuai yang didetetapkan. 

b. Peran yang disesuaikan (actual roler) 

Merupakan sesuatu kedudukan yang dilaksanakan bersumber 

pada kesesuaian akan suasana serta kondisi tertentu. Kedudukan 

merupakan sesuatu susunan yang tertib yang ditimbulkan sebab 

sesuatu jabatan. Orang selaku insan social mempunyai kecondongan 

guna hidup bersama- sama. Dalam kehidupan berkelompok mulanya 

akan terjalin interaksi antara badan warga yang satu dengan badan 

warga yang yang lain. Tumbuhnya interaksi diantara mereka 

terdapat silih ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu 

muncullah apa yang dikenal kedudukan( role). Kedudukan ialah 

aspek yang energik dari peran seorang, bila seorang melakukan hak- 

hak serta kewajibannya cocok dengan perannya sehingga orang 

yang berkaitan menjalankan sesuatu peranan. Guna membagikan 

uraian yang lebih nyata ada bagusnya kita pahami mengenai 

penafsiran kedudukan, (Miftah Thoha, 1997). 

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam 

Bauer (2003, 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka 

konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.  Mereka 
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menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk 

sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpukan bahwa 

pengertian peran merupakan tingkah laku dan posisi seseorang dan 

keterkaitanya dengan orang lain dalam membangun kerja sama guna 

mencapai tujuan. peranan seseorang dapat diharapkan dapat berjalan 

sesuai kemampuan untuk mengemban tugas sehingga pembangunan 

masyarakat dapat berjalan maksimal. 

2.2.2 Aspek – aspek Peran 

Biddle dan Thomas dalam (Sarlito. 2013:215) berpendapat 

dalam teori Peran: 

1. Orang- Orang yang mengutip bagian dalam interaksi sosial Banyak 

orang yang mengutip bagian dalam interaksi social bisa dipecah 

dalam 2 kalangan sebagai berikut: 

a.  Actor( pelaku), ialah orang yang lagi bersikap mengikuti 

sesuatu kedudukan khusus. 

b.  Sasaran( Target) ataupun orang lain, ialah orang yang 

memiliki ikatan dengan bintang film serta prilakunya. 

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi sosial 

Prilaku yang muncul dalam indikator tentang prilaku sebagai 

berikut: 
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a. Harapan tentang peran (Expectation) 

Impian tentang kedudukan merupakan harapan- harapan orang 

lain mengenai prilaku layak, yang seharusnya di tunjukkan oleh 

seorang yang memiliki kedudukan khusus.        

b. Norma (norm) 

1. Impian yang bersifat meramalkan( anticipatory), impian 

mengenai suatu yang hendak terjalin. 

2. Impian normatife( role expectation), ialah keharusan yang 

melampiri sesuatu kedudukan. 

c. Wujud prilaku dalam peran (performance) 

Kedudukan direalisasikan dalam prilaku oleh aktor. Bentuk 

sikap dalam kedudukan ini jelas serta bermacam- macam, 

berbeda- beda dari sesuatu aktor ke aktor lain.. 

d. Penilaian (evaluation) dan Sanksi (sanction) 

Evaluasi peran dalam filosofi kedudukan merupakan opini 

positif ataupun negative yang diserahkan oleh warga bersumber 

pada aturan yang berlaku kepada sesuatu prilaku yang dicoba 

oleh aktor. 

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku 

Kedudukan merupakan sekumpulan orang yang secara bersama- 

sama (beramai- ramai) diakui perbedaannya dari kelompok- 

kelompok yang lain bersumber pada sifat- sifat yang mereka punya 
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bersama, sikap yang bersama mereka perbuat, serta respon banyak 

orang lain kepada mereka. 

4. Kaitan antara orang dan perilaku kaitan orang dengan perilaku kaitan 

antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak 

dibicarakan. Keriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut di 

atas diantaranya yaitu: 

a. Keriteria kesamaan 

b. Konsensus 

c. Konflik peran 

d. Keseragaman 

e. Spesialisasi 

f. Konsistensi. 

Adapun dimensi peran yang dikemuakan Arimbi Horoepoetri 

(2003:19) sebagai berikut: 

1. Kedudukan sebagai sesuatu kebijaksanaan. Akibat paham ini 

beranggapan kalau kedudukan ialah sesuatu kebijaksanaan yang pas 

serta bagus guna dilaksanakan. 

2. Kedudukan selaku strategi. Pengikut peran ini beranggapan kalau 

kedudukan ialah strategi guna memperoleh dudukan dari warga. 

3. Kedudukan selaku perlengkapan komunikasi. Kedudukan 

didayagunakan selaku instrument ataupun perlengkapan guna 

menemukan masukan berbentuk data dalam cara pengumpulan 

ketetapan. Anggapan ini dilandasarkan oleh sesuatu pandangan kalau 
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pemerintahan didesain guna melayani warga, alhasil pemikiran serta 

preferensi dari warga itu merupakan masukan yang berharga untuk 

menciptakan ketetapan yang responsif serta serta responsible. 

4. Kedudukan selaku perlengkapan penyelsaian sangketa. Kedudukan 

didayagunakan selaku sesuatu metode guna kurangi ataupun meredam 

konflik lewat upaya mendasari anggapan ini merupakan beralih benak 

serta pemikiran bisa meningkatkan penafsiran serta keterbukaan dan 

mengurangi rasa ketidak percayaan serta kerancuan.  

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap 

orang dapat mengambil peran dan masing-masing orang memiliki 

peran untuk dipertanggung jawabkan sesuai kapasitasnya. Peranan 

seseorang berdasarkan kedudukannya ditengah masyarakat dapat 

digunakan untuk mengatur dan mengelola masyarakat, oleh sebab itu 

peran seseorang sangat berkaitan dengan perilaku dan perbuatannya.  

2.3. Badan Permusyawaratan Desa  

2.3.1 Definisi Badan Permusyawaratan Desa 

BPD ialah mitra Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban serta 

wewenangnya. Keahlian BPD ialah wakil dari masyarakat Desa 

bersumber pada keterwakilan area yang pengisiannya dilakukan dengan 

cara demokkratis.( Moch. Solekhan, 2014: 76). BPD pula ialah salah satu 

instansi demokrasi yang dicerminkan bisa melembagakan nilai- nilai 

demokrasi yang sudah hidup di kalangan warga Desa.( Purwo Santoso, 

2003: 96) 



 

25 

 

Dengan begitu pengisian anggota BPD bisa diproses lewat 

penentuan dengan cara langsung serta ataupun lewat musyawarah 

perwakilan. Perihal ini bisa dicocokkan dengan keinginan serta 

kessepakataan warga di Dusun masing- masing. Masa keanggotaan BPD 

sepanjang 6( 6) tahun terbatas semenjak bertepatan pada artikulasi ikrar 

atau akad, badan BPD bisa diseleksi guna masa keahlian sangat banyak 

3( 3) kali dengan cara beruntun ataupun tidak dengan cara beruntun.( Ni’ 

matul Huda, S. H, Meter. Hum., 2015: 215) 

BPD ialah pergantian nama dari Badan Perwakilan Desa yang 

terdapat selama ini. Pergantian ini didasarkan pada situasi aktual kalau 

adat politik lokal yang berplatform pada filosofi “konferensi untuk 

perundingan”. Konferensi berdialog mengenai cara, sebaliknya 

perundingan berdialog mengenai hasil. Hasil yang diharapkan didapat 

dari cara yang bagus. Lewat konferensi guna perundingan, bermacam 

konflik antara para elit politik bisa lekas dituntaskan dengan cara arif, 

alhasil tidak hingga memunculkan goncangan- goncangan yang 

merugikan warga besar. 

Bagi Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 2014 mengenai Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukkan sebagai faktor 

eksekutor dalam rezim Dusun. Pada Artikel 56 bagian 1( satu) dituturkan 

kalau badan BPD merupakan delegasi dari masyarakat Desa 

bersangkutan berdasarkan keterwakilan daerah yang pengisiannya 

dicoba dengan cara demokratis, bagian 2( 2) masa keanggotaan badan 
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permusyawaratan Desa selama enam (6) tahun terbatas semenjak 

bertepatan pada artikulasi ikrar atau akad, bagian tiga (3) badan tubuh 

permusyawaratan Dusun begitu juga diartikan pada bagian satu (1) bisa 

diseleksi guna masa keanggotaan sangat banyak toga (3) kali dengan cara 

beruntun ataupun tidak dengan cara beruntun. 

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat Desa, tiap- 

tiap faktor Pemerintah Dusun serta BPD bisa melaksanakan fungsinya 

dengan menemukan sokongan dari warga setempat. Oleh sebab itu ikatan 

yang berkarakter kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa wajib 

dilandasi pada filosofi antara lain :   

1. Terdapatnya peran yang sekelas diantara yang bermitra. 

2. Terdapatnya kebutuhan bersama yang mau dicapai. 

3. Terdapatnya hasrat baik untuk menolong serta saling menegaskan. 

4. Terdapatnya prinsip saling menghargai (Wasistiono 2006: 36). 

badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan corong 

aspirasi masyarakat di tingkat desa agar pembangunan desa dapat 

secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan 

demokratisasi di tingkat desa melalui peran BPD diharapkan mampu 

menjadi pilar utama dalam menyelaraskan pembangunan desa sesuai 

kepentingan masyarakat desa. 
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2.3.2  Fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD 

Berdasarkan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, diamanatkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa 

yaitu: 

a. Mangulas serta menyepakati Konsep Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa. 

b. Menampung serta menuangkan harapan warga Desa. 

c. Melaksanakan pengawasan kemampuan Kepala Desa.  

Menurut Alexander Abe (2001: 5) BPD berfunsi menetapkan 

peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang: 

a. Membahas konsep Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 

b. Melakukan pengawasan penerapan Peraturan Desa serta Peraturan 

Kepala Desa. 

c. Menganjurkan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa. 

d. Membuat Badan penentuan Kepala Desa. 

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan serta 

menuangkan harapan warga. 

f. Menata aturan tertib BPD. 

Berdasarkan pendapat diatas, BPD adalah lembaga legislasi tingkat 

desa untuk membentuk peraturan desa dalam pembagian kekuasaan 

ditingkat desa. Disamping itu, BPD berfungsi sebagai pengawas dalam 

pembangunan desa dengan fungsi kontroling dan juga fungsi budgeting 
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sehingga setiap pembangunan dan alokasi dana desa dapat memajukan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.3.3  Hak dan Kewajiban BPD 

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014, BPD 

mempunyai hak yaitu: 

a. Memantau serta meminta penjelasan mengenai penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa pada Penguasa Desa. 

b. Melaporkan opini atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

penerapan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

serta pemberdayaan warga Desa. 

c. Memperoleh bayaran operasional penerapan kewajiban serta 

gunanya dari Perhitungan Pemasukan serta Belanja Desa.. 

Anggota BPD juga mempunyai hak yaitu: 

a. Mengajukan konsep peraturan Dusun. 

b. Mengajukan persoalan. 

c. Mengantarkan ide serta opini. 

d. Memilah serta diseleksi. 

e. Mendapatkan tunjangan.. 

Selain hak, anggota BPD juga mempunyai kewajiban yaitu: 

a.  Menggenggam konsisten serta mengamalkan Pancasila, 

melakukan Hukum Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, 

dan menjaga serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. 
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b.   Melakukan kehidupan kerakyatan yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

c.  Menyerap, menampung, menghimpun, serta menangani lanjuti 

harapan warga Dusun. 

d.   Mendahulukan kebutuhan biasa di atas kebutuhan individu, 

golongan, serta atau ataupun kalangan. 

e.   Menghormati angka social adat serta adat istiadat warga Desa. 

f.   Melindungi aturan serta etika dalam ikatan kegiatan dengan 

instansi kemasyarakatan Desa. 

 Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa BPD 

memiliki hak dan kewajiban untuk meminta langsung pertanggung 

jawaban terhadap Kepala Desa dan menyampaikan pendapat untuk 

menolak atau mendukung setiap kebijakan desa. Namun dalam 

melakukan tugas dan fungsi sebagai BPD, BPD berkewajiban 

menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarkat dan meminimalisir 

konflik kepentingan masyarakat desa dengan terus mendorong 

permusyawaratan untuk menyelesaikan setiap konflik. Dengan ini, 

BPD berkewajiban dalam menjaga nilai-nilai demokratis sesuai adat 

dan budaya masyarakat desa. 

2.3.4 Peran Badan Permusyawaratan Desa 

Adapun peran BPD dalam Penulisan ini dikelompokkan dalam 2 

(dua) peran secara umum, yakni pembuat kebijakan dan penampung 
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aspirasi masyarakat (Ali dalam Hurlock, 2007). Peran dari BPD ini 

selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut: 

a. Penampung harapan warga,“ aspirasi mempunyai target serta 

menyertakan diri orang itu sendiri dan memunculkan sesuatu upaya 

untuk mencapainya, alhasil tujuan yang sudah dirancangnya akan 

memiliki arti yang berarti untuk dirinya”. 

b. BPD selaku aktor yang mengerahkan warga mesti sanggup 

merangsang pikiran warga guna menggali potensi- potensi yang 

terdapat, guna setelah itu mengantarkan apa yang jadi angan- angan 

serta kemauan warga untuk terciptanya perkembangan Desa serta 

keselamatan warga. 

c. Kreator Kebijaksanaan,“ Kebijaksanaan ialah keputusan- keputusan 

publik yang didapat oleh negara serta dilaksanakan oleh petugas 

birokrasi”( Ali, 2007: 51). Kebijaksanaan ini pastinya ialah suatu 

cara politik yang kompleks. Prosesnya mencakup tujuan- tujuan 

kebijaksanaan serta metode pengumpulan keputusannya, banyak 

orang ataupun golongan yang dilibatkan, serta gimana kebijaksanaan 

ini dilaksanakan. BPD selaku legislatif di Desa memiliki kedudukan 

penting dalam membuat kebijaksanaan di Dusun. Kebijaksanaan 

yang terbuat oleh BPD ini berbentuk peraturan Desa atau 

determinasi Dusun yang diberlakukan untuk sepenuh masyarakat 

Desa yang ada di Desa yang berhubungan. Perihal ini pula 

ditegaskan dalam Artikel 209 Hukum No 23 tahun 2014 mengenai 
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Rezim Wilayah yang melaporkan,“ Tubuh Permusyawaratan Dusun 

berperan memutuskan peraturan Dusun bersama Kepala Dusun, 

menampung, serta menuangkan harapan warga”. Dengan tutur lain, 

BPD dalam menata peraturan Dusun wajib mengaitkan warga mulai 

dari cara pemograman sampai ikut serta dalam penilaian kepada 

peraturan Dusun tersebut. 

  Peran BPD dalam memastikan roda pembangunan berjalan 

maksimal, yakni dengan tetap melakukan pengawasan langsung 

terhadap pembangunan desa dan meminta pertanggung jawaban 

terhadap Kepala Desa. Semakin masifnya peran BPD dalam 

melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa akan 

berdampak positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.4. Desa 

2.4.1 Definisi Desa 

Secara umum di Indonesia, Desa( ataupun yang diucap dengan 

julukan lain cocok bahasa wilayah setempat) bisa dibilang selaku sesuatu 

daerah yang ditempati oleh beberapa orang yang saling memahami, 

hidup bergotong royong, mempunyai adat istiadatnya yang relatif serupa, 

serta memiliki tata- tata metode tertentu dalam menata kehidupan 

kemasyarakatannya. Beberapa besar mata pencahariannya merupakan 

bertani ataupun nelayan. Pada Desa darat beberapa besar penduduknya 

mencari nafkah selaku petani baik kebun atau ladang, sebaliknya pada 
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Desa pantai beberapa besar penduduknya mencari nafkah selaku 

nelayan( Nurcholis, 2011: 2). 

Menurut UU Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Desa pasal 99, soal 

pemerintah yang jadi wewenang Desa merupakan, awal urusan 

pemerintahan yang telah terdapat berdasarkan hak asal usul Desa, kedua 

urusan pemerintahan yang jadi wewenang kabupaten ataupun kota yang 

diserahkan pengaturannya pada Desa, ketiga kewajiban pembantuan dari 

pemerintah, pemerintah provinsi, serta ataupun pemerintah kabupaten 

atau kota, keempat hal pemerintahan lainnya yang oleh peraturan 

perundang- undangan diserahkan pada Desa. 

Dengan dikeluarkannya UU Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai 

pemerintahan daerah, Desa ataupun yang disebut nama lain, berikutnya 

disebut Desa, merupakan kesatuan masyrakat hukum yang mempunyai 

batasan daerah yang berhak untuk mengatur serta mengurus urursan 

pemerintahan, kepentingan warga setempat bersumber pada prakarsa 

warga, hak asal usul, serta atau ataupun hak konvensional yang diakui 

serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Landasan gagasan dalam pengaturan tentang Desa merupakan 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta 

pemberdayaan masyarakat. 

Penafsiran Desa dari sudut pandang social adat bisa diartikan 

sebagai komunitas dalam kesatuan geografis khusus serta antar mereka 

saling memahami dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif sama 
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serta banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh sebab itu, 

Desa diasosiasikan selaku penduduk yang hidup dengan cara simpel pada 

zona agraris, memiliki jalinan social, adat serta adat- istiadat yang kuat 

berusaha dan tingkatan pembelajaran yang rendah (Juliantara, 2005: 18). 

Dari pendapat di atas, desa adalah sekumpulan masyarakat 

diteritori tertentu masih memiliki hubungan kekerabatan yang kental dan 

adat budaya yang sama. Masyarakat desa sangat berbeda dengan keadaan 

masyarakat kota yang heterogen dan cukup komplek karena memiliki 

latar yang berbeda. Masyarakat kota budaya dan kebiasaan dibentuk oleh 

iklim industri, sehingga masyarakat kota adalah masyarakat industri. 

Sedangkan masyarakat desa adalah masyarakat yang hidupnya bersandar 

pada pokok-pokok agraria (petani) dan sangat sederhana. Rasa 

kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental dan jauh dari 

kompleksitas hidup yang memicu konflik antar warga. 

2.4.2 Fungsi Pemerintahan Desa 

 Menurut Solekhan (2012:63) Sebagai penyelenggara unsur 

pemerintahan Desa, pemerintah Desa mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah Desa adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa. 

b. Melakukan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. 
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c. Melakukan pembinaan kesertaan serta swadaya gotong royong 

warga. 

d. Melakukan pembinaan ketentraman serta kedisiplinan warga. 

e. Melakukan musyawarah penanganan konflik. 

f. Melakukan pembinaan perekonomian Desa( Solekhan, 2012: 63). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. 

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi 

Pemerintah Desa yang terdiri atas: 

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa. 

b. Unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas: 

1. Sekretaris Desa, ialah unsur karyawan ataupun pelayanan yang 

diketuai oleh sekretaris Desa. 

2. Unsur eksekutif teknis, ialah unsur pembantu Kepala Desa yang 

melakukan unsur teknis lapangan semacam faktor pengairan, 

keagamaan serta lain- lain. 

3. Unsur kewilayahan, ialah pembantu Kepala Desa di area 

kerjanya semacam kepala desa( Nurcholis, 2011: 73). 

  



 

35 

 

2.4.3 Aspek-Aspek Tata Pemerintahan Desa 

Adapun yang menjadi aspek pemerintahan Desa adalah sebagai 

berikut: 

1. Administrasi Pemerintahan Desa, ialah cara pengelolaan serta 

pencatatan dan peliputan kegiatan- kegiatan pemerintahan, 

perkantoran Desa, finansial Desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, 

kantibmas, serta lain semacamnya. 

2. Administrasi pembangunan Desa, ialah cara pengelolaan serta 

pencatatan dan peliputan kegiatan- kegiatan bantuan pembangunan 

Desa, pemasukan Desa, pemograman pembangunan Desa, 

pengaturan bangunan- bangunan, lomba Desa, LKMD serta 

sejenisnya. 

3. Administrasi pembinaan warga, cara pengelolaan serta pencatatan 

dan peliputan kegiatan- kegiatan pembinaan warga Desa, baik yang 

diselenggarakan oleh warga ataupun instansi- instansi sektoral. 

a Manajemen dan kepemimpinan Desa.  

Manajemen merupakan sesuatu cara perolehan tujuan Desa 

yang mencakup pemograman, pengorganisasian, actuating serta 

pengawasan pembangunan Desa. Sebaliknya kepemimpinan Desa 

merupakan sesuatu golongan orang yang mendiami posisi pimpinan 

formal ataupun non formal dalam membangkitkan serta memotivasi 

masyarakat Desa guna ikut serta dalam pembangunan Dusun dan 

mengkoordisasikan kegiatan- kegiatan pembangunan Desa alhasil 
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tujuan pembangunan Desa terlaksana dengan cara efisien serta 

berdaya guna( Sudirwo, 1991: 62). 

2.5. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir adalah sketsa erat kaitannya hubungan antar variable 

disusun dari beberapa teori yang sudah dijelaskan. Dari teori-teori yang sudah 

dideskripsikan, Sugiyono, (2018). Kerangka berpikir dalam penelitian ini 

ditampilkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Fungsi BPD 

2.6. Definisi Konseptual 

Arti Konseptual ialah batas kepada permasalahan variabel yang jadikan 

sebagai prinsip dalam Penyusunan sehingga hendak memudahkan dalam 

Peran 

Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) 

1. Membahas dan menyampikan rancangan  peraturan 

desa bersama kepala desa 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi msyarakat 

desa 

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa 

 

UU No. 6 Tahun 2014 Mengenai Fungsi BPD : 

4. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat 

5. Menjaga masyarakat agar tetap utuh 

6. Memberi pedoman pada masyarakat untuk 

membela sistem pengadilan sosial 

 

Tujuan BPD : 
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Pengarang disaat dilapangan Penulisan. Guna menguasai serta mempermudah 

dalam memaknakan teori- teori yang dipakai dalam Penyusunan ini, sehingga 

hendak di pastikan sebagian arti konseptual yang berhungan dengan yang 

diteliti, antara lain: 

1. Peran bagi Soerjono Soekanto( 2009, 212) merupakan cara dinamis 

kedudukan( status). Bila seorang melakukan hak serta kewajibannya 

serupa dengan perannya, ia melaksanakan sesuatu peranan. 

Perbandingan antara peran dengan andil merupakan untuk kebutuhan 

ilmu wawasan. Keduanya tidak bisa dipisah- pisahkan sebab yang satu 

terkait pada yang lain serta kebalikannya. Sebaliknya Bagi 

Dougherty&amp; Pritchard, (2003, 55) filosofi kedudukan ini 

membagikan sesuatu kerangka konseptual dalam riset sikap di dalam 

kelompok. Mereka melaporkan kalau kedudukan itu “mengaitkan pola 

invensi produk selaku rival dari sikap ataupun aksi”. 

2. BPD ialah kawan kerja Kepala Desa dalam melaksanakan kewajiban 

serta wewenangnya. Keahlian BPD ialah delegasi dari masyarakat Dusun 

bersumber pada keterwakilan daerah yang pengisiannya dilakukan 

dengan cara demokratis. (Drs. Moch. Solekhan, Meter. AP., 2014: 76). 

BPD pula ialah salah satu instansi kerakyatan yang dicerminkan bisa 

melembagakan nilai- nilai kerakyatan yang sudah hidup di golongan 

warga Desa.( Purwo Santoso, 2003: 96) 

3. UU Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan wilayah, Dusun 

ataupun yang disebut julukan lain, berikutnya disebut desa, merupakan 
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kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan area yang berhak untuk 

menata serta mengurus urusan pemerintahan, kebutuhan warga setempat 

bersumber pada prakarsa warga, hak asal ide, serta atau ataupun hak 

konvensional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan gagasan dalam 

pengaturan hal desa merupakan keragaman, kesertaan, otonomi asli, 

pendemokrasian serta pemberdayaan warga.. 

2.7. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel 

yang dipakai dalam Penulisan terhadap indikator yang membentuknya. 

Berdasarkan Kerangka Pikir maka variabel dalam Penulisan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Tahap penyusunan PERDES 

a. Pembahasan PERDES 

b. Penetapan PERDES 

c. Pengawasan berjalan tidaknya PERDES 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini memakai Tata cara penelitian kualitatif untuk melihat 

gambaran kondisi yang sesungguhnya yang terjadi di lokasi riset yang akan 

diawasi di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. 

Penelitian Kualitatif juga untuk diperoleh sesuatu informasi yang mendalam 

guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimum dalam menata sesuatu 

laporan penelitian. 

Penelitian ini pula untuk menguasai situasi, kasus yang di natural oleh 

warga Kabupaten Sumbawa Besar tersebut. Oleh sebab itu dalam riset 

kualitatif tidak menekan pada arti penelitian. Penelitian ini pula akan 

mendeskripsikan cara yang terdapat di posisi penelitian itu yang berhubungan 

dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa 

di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di lakukan di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape 

Kabupaten Sumbawa. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian 

ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian. 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, dari bulan 

April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. 
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3.3. Informan Peneliti 

Menurut Patilama( 2013: 12), informan penelitian merupakan orang 

yang dimanfaatkan untuk membagikan data mengenai suasana serta situasi 

latar belakang riset. Tidak hanya itu informan ialah orang yang betul- betul 

mengenali kasus yang akan diawasi. Dari uraian yang telah diterangkan diatas, 

sehingga peneliti memakai metode Purposive Sampling dalam memastikan 

informannya. Purposive sampling ialah determinasi informan tidak didasarkan 

atas jenjang, peran, prinsip, ataupun daerah namun didasarkan pada 

terdapatnya tujuan serta estimasi khusus yang senantiasa berkaitan dengan 

kasus penelitian. Ada sebagian informan yang saya maanfaatkan untuk 

mendapatkan informasi data yang cocok dengan judul penelitian yang saya 

lakukan, ialah Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan 

Peraturan Desa Jadi dalam penelitian ini peneliti memakai informan sebagai 

subyek peneliti. Ada pula subyek penelitian yang didapat dalam riset ini 

merupakan sebagai berikut: 

1. Kepalah Desa Labuhan Kuris. 

2. Sekretaris Kepala Desa Labuhan Kuris. 

3. Informan, yaitu Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Kuris yang 

mengetahui atau paham tentang permasalahan yang di Teliti. 
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3.4.  Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data 

dibedakan menjadi dua macam yaitu:   

1. Data Primer 

  Informasi primer penulis mengutip bermacam opini para pakar yang 

tertuang dalam buku- buku yang berhubungan dengan kesimpulan 

permasalahan penelitian ini. Buku- buku itu antara lain: Badan 

Permusyawaratan Desa( BPD). 

2. Data Sekunder  

  Data sekunder ialah informasi yang didapat ataupun digabungkan 

peneliti dari bermacam sumber yang sudah terdapat( periset selaku tangan 

kedua). Data sekunder yang dipakai peneliti berbentuk arsip pemerintahan 

Desa, pesan peneliti dilapangan, dan gambar tanya jawab dengan bermacam 

informan yang telah didetetapkan oleh peneliti saat sebelum melaksanakan 

penelitia. 

3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan materi hukum yang akan dipakai sebagai sumber 

di dalam riset ini merupakan tanya jawab serta pemantauan, tidak hanya itu 

juga studi pustaka ialah pengumpulan materi hukum dengan jalan membaca 

peraturan perundang- undangan, dokumen- dokumen sah, harian, artikel- 

artikel dari internet, ataupun literatur- literatur lain yang akrab kaitannya 

dengan kasus yang dibahas bersumber pada materi hukum sekunder.” basis 

informasi penting dalam riset kualitatif ialah kata- kata serta aksi, selebihnya 
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merupakan informasi tambahan semacam dokumen serta lain- lain”.( Moleong 

2010: 157). Ada pula metode pengumpulan informasi dalam riset ini 

merupakan : 

1. Wawancara 

Metode tanya jawab yang akan dicoba memakai tata cara 

pengumpulan informasi dengan metode bertanya secara lansung informasi 

yang diperlukan pada seorang yang akan diawasi ataupun orang 

berkewenangan di lokasi penelitian. Dalam Konsep penelitian ini yang 

diwawancarai kepala Desa Labuhan Kuris serta warga.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) merupakan sesuatu 

metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi serta data dalam wujud 

buku, arsip, surat, catatan nilai serta sketsa yang berbentuk informasi dan 

penjelasan yang bisa mensupport penelitian. Pemilihan dipakai untuk 

mengumpulkan informasi setelah itu ditelaah. Dokumentasi ialah aktivitas 

yang dimaksudkan untuk menganalisa ataupun mengenali informasi yang 

berhubungan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Seperti foto yang 

terdapat hubungannya dengan penelitian yang jadi informasi dokumen 

dalam penelitian ini mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa.  

Dalam Konsep riset ini yang di Dokumentasikan kepala Desa 

Labuhan Kuris, serta yang Mengetahui mengenai Peran Badan 

Permusyawaratan Desa 
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3. Observasi 

Tata cara Pemantauan ataupun disebut pula dengan observasi, 

mencakup konsentrasi kepada sesuatu obyek dengan memakai semua 

perlengkapan indra. Seperti mengikuti, apa yang di bicarakan oleh Kepala 

Desa ataupun warga yang di wawancarai.. 

3.6.  Metode Analisis Data 

Menurut Lexy J. Moleong, analisa informasi merupakan cara 

mengerahkan serta menyusunkan informasi kedalam pola, jenis serta satuan 

penjelasan dasar alhasil bisa ditemui tema serta bisa dirumuskan. Analisa 

informasi dalam riset kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan serta setelah berakhir di lapangan. Analisa informasi dalam 

riset ini memakai tata cara bentuk Miles serta Hubermen ialah sepanjang cara 

pengumpulan informasi dicoba 3 aktivitas berarti antara lain pengurangan 

informasi( informasi reduction), penyajian informasi( informasi display), 

konfirmasi( verification). Selanjutnya merupakan gambar dari proses itu: 
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Gambar 3.1 

Analisis data menurut Miles dan Huberman 

 

 

 

Gambar 3.1 adalah gambar dari analisis data menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip oleh Lexy J. Moleong. Dari gambar tersebut kita dapat 

melihat bahwa proses penelitian ini dilakukan secara berulang terus-menerus 

dan saling berkaitan satu sama lain baik dari sebelum, saat di lapangan hingga 

selesainya penelitian. 

1. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan ataupun mengakumulasi informasi. Dalam langkah 

ini peneliti hadir di dalam subjek penelitian guna melaksanakan 

pemantauan, tanya jawab( interview), menulis seluruh informasi yang 

diperlukan dalam studi ini. 
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2. Reduksi Data 

Informasi yang didapat dari lapangan jumlahnya lumayan banyak, 

alhasil butuh dicatat dengan cara teliti serta rinci. Semakin lama peneliti di 

lapangan, sehingga jumlah informasi yang diterima pula terus menjadi 

banyak, lingkungan serta kompleks, untuk itu butuh dicoba pengurangan 

informasi Pengurangan informasi mempunyai arti merangkum, memilah 

keadaan yang pokok, mementingkan pada keadaan yang berarti, dicari tema 

serta polanya. Pengurangan informasi berjalan selama cara pengumpulan 

informasi itu berjalan, pada langkah ini pula hendak berlangsung aktivitas 

pengkodean, meringkas serta membuat partisi( bagian- bagian). Cara 

transformasi ini bersinambung terus hingga informasi akhir penelitian 

tertata komplit.  

3. Penyajian Data 

Sehabis mereduksi informasi, tahap yang dicoba peneliti adalah 

melaksanakan pneyajian informasi. Penyajian informasi bisa di artikan 

sekumpulan data yang tertata yang memberi kemungkinan terdapatnya 

penarikan kesimpulan serta pengumpulan tindakan. Penyajian ini dicoba 

dalam wujud penjelasan pendek, denah, ikatan antar jenis. Penyajian 

informasi bermaksud supaya peneliti bisa menguasai apa yang terjalin 

dalam merancang aksi berikutnya yang hendak dilakukan. 

4. Verifikasi 

Tahap terakhir dalam pengumpulan informasi merupakan 

pengecekan. Dari awal pendataan, peneliti mencari hubungan- hubungan 
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yang berhubungan dengan kasus yang terdapat, melaksanakan pencatatan 

sampai menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara 

serta akan senantiasa mengalami pergantian selama cara pengumpulan 

informasi sedang berjalan akan tapi apabila kesimpulan yang terbuat 

dibantu oleh informasi yang sah serta tidak berubah- ubah yang ditemui di 

lapangan, sehingga kesimpulan itu ialah kesimpulan yang kredibel. 

 


